BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 52 TAHUN 2021
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI KABUPATEN MANGGARAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANGGARAI,

Menimbang - bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan
pemerintahan dan kenerja aparatur di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi secara berdayaguna,
berhasilguna dan memadai, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di

Kabupaten Manggarai,

Mengingat t L Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun

2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Nomor
5952);F
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10.

11,

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun
2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor
112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5348);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012
Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6178);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
41 /PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan
Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi‘;
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Nasional;

12,  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 154);

13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum
Perkantoran Elektronis Lingkup Intranet di Lingkungan

Instansi Pemerintah;
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN MANGGARAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai.
Bupati adalah Bupati Manggarai.

Sekretaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Manggarai

Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo

- A

adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai.

6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disingkat Kepala
Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Manggarai.

7 Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah,

8. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah
suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses,
mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi
dan/atau menyebarkan informasi antar media.

9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE
adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunal‘
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10.

11.

12,

13.

14.

15,

16.

17.

18.

SPBE.

Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses
bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan
SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi

Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut
pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan
layanan SPBE, antara lain Pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha.
Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut
Layanan SPBE adalah fungsi dari sistem aplikasi SPBE yang memberikan
manfaat kepada pengguna SPBE.

Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan
pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari
Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan
Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal,
serta disajikan secara manual ataupun elektronik.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda- tanda yang
mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya
yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai
kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termésuk
tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto,
electronic data interchange (EDI]), surat elektronik (electronic mail), telegram,
teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau
perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang
yang mampu memahaminya.

Infrastruktur Teknologi, yang selanjutnya disebut Infrastruktur adalah
perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama
untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan
penyimpanan data serta memberikan layanan SPBE.

Infrastruktur Umum Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut infrastruktur
Umum PD adalah infrastruktur pendukung operasional internal PD selain LAN,
yang secara umum dimiliki oleh setiap PD antara lain seperti personal
komputer, laptop, printer, mesin fax, software perkantoran, dan sejenisnya.
Infrastruktur Khusus Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut
Infrastruktur Khusus PD adalah infrastruktur khusus yang dibutuhkan oleh
PD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi antara lain
seperti sistem sensor, RFID, dan sejenisnya.
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